BABII

KONSEP MUDARABAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Mudarabah dalam Hukum Islam

Dengan dasar bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba serta anjuran menempuh jalan perniagaan dengan suka sama suka, maka
setiap traksaksi di setiap lembaga keuangan syariah dilandasi dengan sistem
bagi hasil dan atau perdagangan yang di dalamnya terdapat pertukaran
barang/jasa dengan uang. Dalam prakteknya, pada segi penghimpunan dana,
lembaga keuangan syariah menyediakan sarana investasi dengan sistem bagi

hasil. Sarana investasi tersebut diantaranya adalah mudarabah.’

1. Pengertian Mudarabah
Mudarabah berasal dari kata darb yang berarti memukul atau berjalan.
Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses
sescorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.’ Dalam

ensiklopedi Hukum Islam, mudarabah dimaknai:

2

- 2 ° - o s A 0 s [ ° o
3ok L Jaly 30k o S ) G O B 08 B 224 of (o 000

9 oy 5t 0655 6 e i 5 B B

' Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media,
2005), 16.

2 Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani,
2001), 95.
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Artinya: ‘Persekutuan antara dva orang dimana modal atau investasinya
dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak yang lain, sedangkan
untungnya akan dibagi di antara mercka berdua sesuai dengan
kesepakatan, sementara kerugiannya ditanggung sendiri oleh
pihak investor™

Menurut istilah, mudarabah adalah kontrak (perjanjian) antara
pemilik modal (sahib al mal) dengan pengguna dana (mudarib) untuk
digunakan dalam aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua
antara pemodal dan pengguna modal. Mudarabah merupakan suatu
kontrak yang sudah lahir sejak zaman sebelum Islam dan Islam
menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa Arab
terdapat tiga istilah yang digunakan terhadap bentuk organisasi bisnis
terscbut yakni girad mugaradah dan mudarabah. Perbedaan istilah
tersebut disebabkan oleh faktor geografis. Imam Abu Hanifah dan Ahmad

Ibn Hambal tinggal di Irak dan mereka menggunakan istilah mudarabah ,

sebaliknya Imam Maliki dan Syafi’i menggunakan istilah girad atau

mugqaradsh mengikuti kebiasaan di Hijaz.*

Ulama Hijaz menamakan mudarabah sebagai girad. Menurut jumhur
ulama, mudarabah adalah bagian dari musyarakah. Dalam merumuskan
pengertian mudarabah, Wahbah az Zuhayliy mengemukakan bahwa

pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengelola modal untuk

3 Dahlan, Abdul Azis, Ensikloped;i Hukum Isiam, Jilid IV, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,
1996), 573.

4 Hirsanuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), 13-
14,
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diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan
ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan
pengelola modal dibebani kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya.’
Kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian
dan pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh mudarib, maka dalam
hal ini sahib al mal menangung penuh atas kerugian tersebut.’

Qirad atau mudarabah merupakan kerjasama antara pemilik modal
atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau
tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek wusaha.
Kerjasama tersebut merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi
Islam. Melalui kerjasama dalam mudarabah tersebut kedua belah pihak
yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi
hasil dari proyek ekonomi yang telah disepakati bersama.’

Secara singkat mudarabah atau penanaman modal adalah penyerahan
modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan
prosentase keuntungan. Orang yang berniaga tidak ikut menyertakan
modal, tetapi menyertakan tenaga dalam keahliannya dan juga tidak

meminta gaji dalam menjalankan usahanya. Sedangkan pemilik modal

* Sutedi, Adrian, Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2009), 69.

¢ PT. Bank BRI Syariah, Panduan Praktis Pemilihan dan Penggunaan Akad Syariah, (Jakarta:
PT. Bank BRI Syariah, 2011), 31.

7 Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah,
(Yogyakarta: UII Press, 2004), 19.
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hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan ikut campur dalam

manajemen usaha yang dibiayainya.®

2. Dasar Hukum Mudarabah
Akad mudarabah diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk
saling membantu antara pemilik modal dengan orang yang ahli
memutarkan uang.” Dasar hukum yang menjadi acuan bahwa mugdarabah
diperbolehkan yaitu sebagai berikut:
a. Al-Qur’an surat a/-Muzzammil ayat 20:
oo A Joab L SREL 25N B Oy Sy
Artinya: “.. dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi
mencari sebagian kerunia Allah SWT...”"°

Yang menjadi argumen dari surat a/-Muzzammil ayat 20 adalah
kata yadribun yang sama dengan akar kata mudarabah yang berarti

melakukan suatu perjalanan usaha.'’

b. Al-Qur’an surat a/-Baqarah ayat 198:
, e e °fa . 2 0T, .~ of
o 6555 L b 14 of 1 (Sl

Artinya: “Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari
karunia Tuhanmu...”"

8 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 60-61.
® Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV, 1196.

' Departemen Agama RI, A/-Quran dan Terjemahnya: Special for Women, 575.
"' Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, 95.

" Departemen Agama RI, A/-Quran dan Terjemahnya, 31.
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c. Al-Qur’an surat a/-Jumu’ah ayat 10:
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Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu
di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah
banyak-banyak supaya kamu beruntung”"

d. Hadits Nabi Muhammad SAW:

A
M)
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Artinya: “Dari Suhayb ra. Bahwasannya Nabi SAW. Bersabda: tiga
hal yang didalamnya ada berkah adalah jual beli bertempo,
meminjamkan modal untuk didagangkan dan mencampur
gandum dengan jagung centel untuk makanan di rumabh,

tidak untuk dijual”"
Kandungan hadist tersebut diatas ialah: a.) girad yaitu memberi
modal untuk didagangkan dengan keuntungan bersama menurut

persyaratannya, b.) hadits ini menerangkan tiga hal yang

mendapatkan berkah yaitu: jual beli dengan pembayaran tempo,

B bid, 554.

' Sunan Ibnu Majah, Abi ‘abdillsh Muhammad Ibn Yazid al-Qazwiniy, Juz 1, Kitab al-
tijarah (Lebanon: Dar al Fikr, t.t), 720.

15 Yusuf, Ahmad Muhammad, Ensiklopedi Tematis Ayat Al Qur’an dan Hadits, (Jakarta:
Widya Cahaya, 2009), 86-87.
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meminjamkan modal untuk didagangkan dan mencampur gandum
dengan jagung centel untuk kebutuhan sendiri, tidak untuk dijual, c.)
haram mencampur gandum dengan beras untuk dijual, sebab menipu
dan tidak jelas. Hal tersebut diperbolehkan jika untuk digunakan di
rumah.'®

e. [jma’

Riwayat Imam Zaylay menyatakan bahwa para sahabat telah
berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara
mudarabah. Konsensus tersebut terjadi karena tidak ada satu orang
pun dari para sahabat yang menyalahkan kebijaksanaan Umar.!”

f. Qiyas

Mudarabah dapat dianalogikan dengan musagat (perkongsian
antara pemilik dan pengelola tabah pertanian dengan imbalan bagi
hasil panen), dimana sebagian mereka memiliki dana tapi tidak
cukup mempunyai keahlian untuk mengelolanya dan oran lain
mempunyai keahlian yang tinggi dalam usahanya akan tetapi tidak
mempunyai dana yang cukup untuk menembangkannya. Bentuk
usaha tersebut akan menjembatani antara tenaga kerja  dengan

pemilik modal, dengan demikian akan terpenuhilah kebutuhan-

16 p
Ibid, 87.
" Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UIIl Press,
2000), 15-16.
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kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT ketika

menurunkan syariatnya.'®

3. Rukun dan Syarat Mudarabah

Terdapat perbedaan pandangan ulama Hanafiyah dengan jumhur
ulama dalam menetapkan rukun akad mudarabah. Ulama Hanafiyah
menyatakan bahwa yang menjadi rukun dalam akad mudarabah hanyalah
ijab dan qabul. Jika pemilik modal dengan pengelola modal telah
melafalkan ijab dan qabul, maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan
sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah memasukkan rukun-rukun yang
disebutkan jumhur ulama sebagai syarat mudarabah. Sedangkan jumhur
ulama menyatakan bahwa rukun muwdarabah terdiri atas orang yang
berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad. Adapun syarat-syarat
mudarabah yang sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama
antara lain:
a. Orang yang melakukan transaksi yakni pemilik modal maupun

pengelola modal harus orang yang cakap hukum dan cakap diangkat

sebagai wakil karena pada satu posisi, pengelola modal merupakan

wakil dari pemilik modal.'®

18 g
Ibid, 16.
1 Haroen, Nasrun, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 178.
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b. Dalam hal modal, modal yang diserahkan itu berbentuk uang tunai’
dan jika berupa barang maka harus dinyatakan nilainya dalam satuan
uang.*! Modal bukan berbentuk piutang dan harus diserahkan kepada
mudarib untuk memungkinkan usahanya.?

¢. Dalam hal keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan
harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan
dagang itu, seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Apabila
pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah akad
tersebut rusak. Demikian juga halnya jika pemilik modal
mensyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama, maka syarat
tersebut batal dan kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik
modal.”

Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari
keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti (nisbah). Kesepakatan
rasio prosentase harus dicapai melalui negoisasi dan dituangkan ke
dalam kontrak. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah
mudarib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada sahib al

mal*

2 Suhendi, Hendi, Figih Muanalah, 139.

! Sutedi, Adrian, Perbankan Syariah: Tinjavan dan Beberapa Segi Hukum, 71.

2 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, 17.

3 Haroen, Nasrun, Figh Muamalah, 178.

% Sumitro, Warkum, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 34.
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Dalam literatur lain telah disebutkan bahwa proses penentuan
prosentase tersebut dan dapat dicapai melalui negoisasi serta
dituangkan dalam akad.”> Prosentase laba mudarabah harus
ditetapkan bagi masing-masing pihak baik sahib al mal maupun
mudarib. Suku laba harus berupa rasio dan bukan berupa jumlah
tertentu. Penetapan jumlah tertentu misalnya seratus satuan mata
uang bagi salah satu pihak, akan berakibat membatalkan mudarabah
karena adanya kemungkinan bahwa keutungan tidak akan mencapai
jumlah yang ditetapkan tersebut.?®

Dalam surat /ugman ayat 34 dijelaskan bahwa manusia tidak
dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok
atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan

berusaha.
SRR, 5 s i,
Artinya: “.. dan tidak ada seorangpun yang mengetahui (dengan
pasti) apa yang akan dikerjakannya besok ... ”"”
Menurut fatwa DSN MUI No. 7 Tahun 2000 tentang
mudarabah yang dimaksud dengan keuntungan mudarabah adalah

jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal. Terdapat syarat atas

» Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, 17.

% Saeed, Abdullah, Menyoal Bank Syarial, Penerjemah: Arif Maftuhin, (Yogyakarta:
Paramadina, 2002), 82.

% Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya: Special for Women, 414.
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keuntungan mudarabah yakni antara lain: 1.) Harus diperuntukkan
bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak,
2.) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui
dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam
bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.
Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan, 3.) Penyedia dana
menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah dan pengelola
tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari

kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan, *

4. Berakhimya Akad Mudarabah
Para ulama figh menyatakan bahwa akad mudarabah dinyatakan batal
dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Pengelola modal dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai
pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang
bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan demikian,
pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena
dialah penyebab kerugian tersebut.”

b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal

yang wafat menurut jumhur ulama akad tersebut batal karena akad

 Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, 125.
® Suhendi, Hendi, Figih Muamalsh, 143.
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mudarabah sama dengan akad wakalah (perwakilan) yang gugur
disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu jumhur
ulama berpendapat bahwa akad mudarabah tidak boleh diwariskan.
Akan tetapi ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang
yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal tetapi dilanjutkan
oleh ahli warisnya karena menurut mereka, akad mudarabah boleh
diwariskan.

¢. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum,
seperti gila.

d. Mudarabah harus dilakukan sesama kaum Muslimin yang
diperbolehkan bertindak.>® Jika pemilik modal murtad maka menurut
Imam Abu Hanifah akad mudarabah batal.*’

¢. Modal habis di tangan pemilik modal sebelum di atur oleh pengelola
modal. Demikian halnya juga modal yang telah dibelanjakan oleh
pemilik modal.*

f. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudarabah.
Apabila salah satu syarat mudarabah tidak terpenuhi, sedangkan

modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan,

%0 Al Jazairi, Abu Bakr Jabil, Minhdj al Muslim, (Beirut: Dar al Fikr, 2000), 519.
*! Haroen, Nasrun, Figih Muamalah, 180.
32 Ibid,, 180.
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maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai

upah.®

B. Aplikasi Mudarabah dalam Perbankan Syariah
Seperti halnya bank konvensional, bank syariah pun dalam
penghimpunan dana dari masyarakat juga menggunakan fasilitas dalam
bentuk simpanan atau yang biasa disebut dengan rekening.’* Dalam
perbankan syariah, akad mudarabah menjadi salah satu prinsip atas fasilitas
dalam bentuk simpanan. Fasilitas dalam bentuk simpanan tersebut adalah

deposito.

1. Pengertian Deposito
Deposito menurut fatwa DSN MUI No. 3 Tahun 2000 yaitu simpanan
dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu
tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.*’
Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 deposito adalah
simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu
berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.*® Simpanan

deposito mengandung unsur jangka waktu atau jatuh tempo. Jatuh tempo

% Suhendi, Hendi, Figih Muamalah, 143.

¥ Basir, Cik, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan
Mabkamah Syar’iyah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 68.

% Fatwa DSN MUI No.3 Tahun 2000 tentang Deposito.

36 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun
1992 tentang Perbankan,
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terscbut merupakan masa berakhirnya simpanan deposito. Apabila
nasabah menyimpan uangnya dalam deposito berjangka untuk jangka
waktu tiga bulan maka, uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka
waktu tersebut berakhir yaitu selama tiga bulan. Konsekuensi yang akan
diperoleh nasabah jika uang tersebut diambil sebelum jatuh tempo adalah
dikenai denda (penalty) yang besarannya tergantung bank bersangkutan.’’

Penalti atau denda dibebankan kepada deposan karena bank telah

mengestimasikan penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito

berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Denda
tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah akan
tetapi dialokasikan untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk
membantu pihak-pihak yang membutuhkan.*®

Untuk mencairkan deposito yang dimiliki, deposan dapat
menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito. Dalam prakteknya,
terdapat paling tidak tiga jenis deposito yaitu:

a. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan
jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka
biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24
bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan

maupun lembaga. Artinya, di dalam bilyet deposito tercantum nama

%7 Kasmir, Mansjemen Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 63.
*® Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), 95.
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seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka.*® Pihak yang
dapat mencairkan deposito berjangka hanya pihak yang namanya
tertera dalam bilyet tersebut. Oleh karena itu, deposito berjangka
tidak dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan. Pada saat
pembukaan deposito berjangka, dalam formulir isian nasabah
diberikan pilihan ARO dan non ARO. ARO (automatic roll over)
berarti deposito berjangka tersebut apabila telah jatuh tempo dapat
diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi
kepada pemegang deposito berjangka. Nasabah tidak perlu datang ke
kantor bank untuk memperpanjang jangka waktu depositonya.*

b. Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan
jangka waktu 2, 3, 6, 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas
unjuk dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjualbelikan atau
dipindahtangankan kepada pihak lain.

¢. Deposit on Call merupakan deposito yang digunakan untuk deposan
yang memiliki uang dalam jumlah besar (tergantung bank yang
bersangkutan) dan sementara waktu belum digunakan. Penerbitan
doposit on call memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama

kurang dari satu bulan dan diterbitkan atas nama.*!

%9 K asmir, Manajemen Perbankan, 63.
* Ismail, Perbankan Syariah, 93.
! Kasmir, Manajemen Perbankan, 65-67.
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2. Dasar Hukum Deposito
Mengingat bahwa kegiatan deposito tidak semuanya dapat
dibenarkan oleh hukum Islam. Oleh sebab itu, Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang
bentuk-bentuk muamalah syar’iyah untuk dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan deposito pada bank syariah. DSN menetapkan fatwa tentang
deposito sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 03
Tahun 2000 bahwa terdapat dua jenis deposito yakni antara lain:
a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang
berdasarkan perhitungan bunga.
b. Deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip
mudarabah.*
Fatwa tersebut didasarkan pada bebarapa landasan hukum Islam yakni

Firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 29:

X ol g 8 ioms 0355 O Sl oK oS0 1yls” Y 1 g

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak
benar), kecuali dalam pe:dagangan yang berlaku atas dasar
suka sama suka di antara kamu. ..

a2 Fatwa DSN MUI No.3 Tahun 2000 tentang Deposito.
Departemen Agama R, A/-Quran dan Terjemahnya: Special for Women, (Jakarta: Sygma
Exa Grafika, 2005), 83.
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3. Ketentuan Umum Deposito Berdasarkan Mudarabah
Mengingat deposito yang dibenarkan adalah deposito berdasarkan
prinsip mudarabah maka DSN menetapkan pula ketentuan umum yang
dituangkan dalam fatwa DSN MUI No. 3. Ketentuan umum deposito
berdasarkan mudarabah tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahib a/ mal atau
pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudarib atau pengelola
dana.* Perjanjian mudarabah dapat dibuat dengan beberapa sahib al
mal atau dengan beberapa mudarib.”

b. Dalam kapasitasnya sebagai mudarib, bank dapat melakukan berbagai
usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan
mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudarabah dengan pihak
lain.*® Dengan demikian, bank syariah memiliki sifat sebagai seorang
wali amanat (Zrusfee) yaitu harus berhati-hati, bijaksana, beritikad
baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat
kelalaiannya. Di samping itu, bank juga bertindak sebagai kuasa dari

usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan mendapat keuntungan.*’

“ Fatwa DSN MUI No. 3 Tahun 2000 tentang Deposito.

“ Syahdeini, Sutan Remy, Perbankan Islam: dan Kedudukannya dslam Tata Hukum
Perbankan Indonesis, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 32.

% Fatwa DSN MUI No. 3 Tahun 2000 tentang Deposito.

*' Karim, Adiwarman A, Is/lamic Banking: Figh and Financial Analisys, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2005), 299-300.



35

¢. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan
bukan piutang.

d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan
dituangkan dalam akad pembukaan rekening.*® Keuntungan tidak
dapat dinyatakan secbagai suatu prosentase modal yang
diinvestasikan. Prinsip tersebut merupakan syarat penting dari
perjajian yang sah. Penyimpangan apapun dari prinsip tersebut akan
mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian.*’

e. Bank sebagai mudarib menutup biaya operasional deposito dengan
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan
nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.*

g. Dalam hal kerugian, nasabah menanggung kerugian tersebut dan bank
kehilangan keuntungan.’!

Adapun deposito mudarabah yang disebut juga investasi melalui
simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam
jangka waktu tertentu, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan

ini dibagi dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (revenuve sharing)

*8 Fatwa DSN MUI No. 3 Tahun 2000 tentang Deposito.

¥ Lewis, Mervvyn, Islamic Banking, Penerjemah: Burhan Wirasubrata, (Massachusetts:
Edward Elgar, 2001), 68.

%% Fatwa DSN MUI No. 3 Tahun 2000 tentang Deposito.

! Arifin, Zainul, Memahami Bank Syariah: Lingkup Peluang, Tantangan dan Prospek,
(Jakarta: Alvabet, 1999), 34.
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secara syariah dengan proporsi pembagian misalnya, 70:30. Artinya, 70%
diperuntukkan deposan dan bank mendapatkan 30% atas keuntungan.>
Berikut ini merupakan simulasi perhitungan deposito mudarabah:

Misal, Tuan X menempatkan dana deposito mudarabah sebesar Rp 1 juta
untuk jangka waktu satu bulan. Diasumsikan total dana investasi
mugarabah sebesar Rp 250 juta dan keuntungan yang diperoleh untuk
dana deposito sebesar Rp 6 juta. Maka, pada saat jatuh tempo nasabah

akan memperoleh dana bagi hasil sebagai berikut:

Rp. 1.000.000
Rp. 250.000.000

X Rp.6.000.000 x 70% = Rp. 16.800053

5. Bentuk-bentuk Mudarabah dalam Perbankan Syariah
a. Mudarabah mutiaqah merupakan prinsip produk dana investasi tidak
terikat dimana bank diberikan kekuasaan mutlak untuk melakukan
investasi usaha. Produk dana investasi tidak terikat sangat cocok
untuk para investor yang memiliki dana berlebih, namun tidak tahu
bagaimana melakukan investasi yang baik dan benar. Meskipun
demikian, investor terlebih dahulu harus yakin pada lembaga bank

syariah yang hendak dituju terkait dengan masalah risiko investasi.>*

52 Dahlan, Abdul Azis, Esiklopedi Hukum Isiam, Jilid IV, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,
1996), 1198.

%3 Perwataatmadja, Karnaen. A, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti
Wakaf, 1992), 21.

34 Zulkifli, Sunarto, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim,
2003), 106.
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Mudarabah mutlagah dapat diterapkan pada tabungan mudarabah
dan deposito mudarabah. Berdasarkan prinsip Mudarabah mutlagah,
tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang
dihimpun. Dibawah ini merupakan praktek mudarabah mutlagah di
perbankan:

1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai
nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau
pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari
penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal
tersebut harus dicantumkan dalam akad.

2) Dalam deposito mudarabah bank wajib memberikan sertifikat
atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

3) Deposito mudarabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka
waktu yang telah disepakati 1, 3, 6, 12 bulan. Deposito yang
diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama seperti
deposito baru, tetapi nilai akad sudah tercantum perpanjangan
otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.>’

b. Mudarabah Mugayyadah merupakan prinsip produk dana investasi
terikat yaitu jenis dana investasi dari investor kepada bank dimana

investor menetapkan batasan tertentu kepada bank terkait pada

% Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan [lustrasi,
(Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 77-78.
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investasi usaha yang akan dilakukan bank terhadap dana milik
investor yang bersangkutan. Pada produk jenis ini, bank syariah akan
melakukan investasi atas dana yang dipercayakan oleh investor ke
dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh bank, tetapi terikat oleh
ketentuan dan persyaratan yang ditentukan investor. Batasan yang
ditentukan investor antara lain jenis usaha, waktu dan atau tempat
usaha. Produk dana investasi terikat sangat cocok untuk para investor
yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas tentang sektor usaha
yang prospektif, tetapi membutuhkan perantara bank sebagai lembaga
professional dan terpercaya.*®

Moudarabah Muqgayyadah dibagi menjadi dua yaitu:

1) Mudarabah Mugayyadah on Balance Sheet (executing)
merupakan bentuk investasi khusus (restriced invesment) dimana
pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus
dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis
tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu,
disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.’’ Secara ringkas,

bank bertindak sebagai perantara sekaligus ikut menanggung

%8 Zulkifli, Sunarto, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, 108.
57 Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuvangan Syariah: Deskripsi dan Hustrasi, 77.
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risiko investasi.”® Berikut merupakan praktek mudarabah

muqayyadah on balance sheet dalam dunia perbankan:

a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus
diikuti oleh bank, wajib membuat akad yang mengatur
persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.

b) Wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai
nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau
pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan
dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan
maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti
simpanan khusus, bank wajib menisbahkan dana dari
rekening lainnya.

d) Untuk deposito mudarabah bank wajib memberikan sertifikat

atau tanda penyimpanan (bilyet) kepada deposan.>®

2) Mudarabsh Muqgayyadah off Balance Sheet (channeling)
merupakan penyaluran dana mudarabah langsung pada pelaksana
usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang

mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.

%8 Zulkifli, Sunarto, 108.
% Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Hustrasi, 78.



Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus
dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan
dibiayai dan pelaksanaan usahanya.®® Secara ringkas dalam
produk ini bank hanya bertindak selaku perantara saja, tanpa ikut
menanggung risiko investasi.*’ Teknik pelaksanaan mudarabah

muqayyadah off balance sheet dalam perbankan antara lain:

a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti
simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari
rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada porsi
tersendiri dalam rekening administrasi.

b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung
kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua
pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha

berlaku nisbah bagi hasil.*

®1bid, 78.
8! Zulkifli, Sunarto, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, 108.
62 Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuvangan Syariah: Deskripsi dan llustrasi, 78.



